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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dalam bab sebelumnya, dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta berdasarkan 
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta dilaksanakan oleh Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang berperan sebagai 
penentu kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan Ruang Terbuka 
Hijau di daerah serta melakukan evaluasi atas pelaksanaanya, Badan 
Lingkungan Hidup (BLH) sebagai pelaksana, pembina dan koordinasi 
terhadap pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang berupa pembangunan, 
penataan, pengembangan, pemeliharaan, serta pengamanan Ruang Terbuka 
Hijau beserta seluruh kelengkapannya, dan masyarakat yang menyampaikan 
usulan-usulan pembangunan melalui pelaksanaan Musrenbang RKPD. 
Penyediaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta 
dengan cara pembebasan tanah, dimana tanah yang dulunya tanah hak milik 
berubah menjadi Tanah Negara ketika tanah tersebut dibebaskan oleh 
Pemerintah Kota. 
Tahapan-tahapan penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota 
Yogyakarta adalah sebagai berikut : 
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a. Perencanaan; 
b. Pelaksanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik; 
c. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik; dan 
d. Evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Ruang 
Terbuka Hijau Publik. 
Luas Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta sampai Tahun 2016 
ini adalah sekitar 17,16 persen. Terdapat kekurangan sekitar 2,84 persen 
untuk Ruang Terbuka Hijau Publik karena sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta bahwa proporsi Ruang Terbuka 
Hijau Publik paling sedikit 20 persen dari luas wilayah kota. Sejauh ini 
penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik sudah sesuai dengan Rencana Tata 
Ruang. 
 
2. Hambatan yang dihadapi dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di 
Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut : 
a. keterbatan lahan atau kurangnya lahan di kawasan perkotaan; 
b. harga lahan yang tinggi atau mahal di Kota Yogyakarta; 
c. belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan 
Musyawarah perencanaan pembangunan RKPD Kota Yogyakarta; 
d. Ruang Terbuka Hijau Publik pohon perindang jalan terganggu oleh 
aktivitas pertokoan, pedagang kaki lima, dan pemasangan iklan; 
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e. masih ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan di Ruang 
Terbuka Hijau Publik taman kota; dan 
f. sulitnya mendapatkan air kualitas baik untuk perawatan tumbuhan 
pengisi Ruang Terbuka Hijau Publik di kawasan padat penduduk. 
 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis dapat memberikan saran sebagai 
berikut : 
1. Pemerintah Kota Yogyakarta harus memaksimalkan pembangunan dalam 
Ruang Terbuka Hijau Publik di kecamatan-kecamatan yang kepadatan 
penduduknya masih rendah agar dapat menambah luas Ruang Tebuka Hijau 
Publik Kota Yogyakarta dan dapat segera memenuhi ketentuan sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang, karena masih tersedia lahan untuk dimanfaatkan dan dibangun 
Ruang Terbuka Hijau Publik. 
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau 
Publik sebenarnya memiliki pangkal yang sama, yaitu kesadaran masyarakat 
yang masih kurang mengenai pentingnya menjaga dan melestarikan 
lingkungan hidup. Pemerintah Kota Yogyakarta harus sering melakukan 
atau mengadakan sosialisasi untuk masyarakat agar dapat membentuk 
kesadaran lingkungan hidup dalam diri masyarakat.  
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